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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PADA SMP NEGERI 2 AMBON

Said Lestaluhu1

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran
tentang sejauhmana implementasi program Dana Bantuan Opersasional Sekolah
yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ambon. Analisis yang digunakanadalah
menggunakan analisis diksriptif kualitatif.Informan kunci yang digunakan antara
lain, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Orang Tua
Murid dan sejumlah Murid. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Pada tahap persiapan pembentukan Tim  Manajemen
SekolahSMP Negeri 2 Ambon belum sesuai dengan  aturan  dalam  panduan  BOS
yaitu dengan tidak mengikutsertakan unsur  orangtua  siswa ke dalam Tim
Manajemen Sekolah, Sosialisasi  Program Dana BOS yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Ambon belum dilakukan secara efektif, karena keterbatasan
dana dan hanya dilakukan selama satu hari. Sedangkan sosialisasi secara internal
oleh pihak sekolah kepada Orang tua murid dan Guru hanya dilakukan pada awal
semester ketika penerimaan siswa baru, Tahap pengajuan dana BOS ini perlu
dilakukan pengawasan yang intens berkaitan dengan jumlah siswa penerima dana
BOS. Untuk itu perlu dilakukan validasi yang intensif antara pihak sekolah dan Tim
Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, dan
penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Ambon telah dilakukan berdasarkan
buku petunjuk penggunaan dana BOS, namun belum dilaksanakan secara
transparan dan akuntabilitasnya masih rendah.

A. PENDAHULUAN

Amanat pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa salah satu
kewajiban negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian
setiap warga negara berhak atas pendidikan, pernyataan ini diperkuat dengan
penjabaran pasal 31 UUD 1945 ayat 1 bahwa:” Tiap-tiap warga negara berhak
mendapat pengajaran”. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan,
menggemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan, hal ini sesuai dengan
tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 yang salah satunya
adalah mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Demikian juga dalam hal
penyelenggaraan proses belajar mengajar bahwasanya anggaran guna
penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab negara.
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Undang-undang Sisdiknas mengamanatkan bahwa setiap warga negara
yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari
amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan
pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan
SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Dengan adanya pengurangan
subsidi bahan bakar minyak pada tahun 2005, sejalan dengan penuntasan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, pemerintah memprogramkan
pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/
SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non
islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 tahun, yang selanjutnya disebut sekolah.

Dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah ini peserta didik di
tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah
atau dengan kata lain tidak dipungut biaya. Asumsi sebagian besar masyarakat
bahwa bantuan operasional sekolah (BOS) berarti sekolah gratis, memang tidak
selalu salah. Dengan kisaran angka BOS sebesar Rp 20.000,00 per murid per
bulan untuk siswa SD dan Rp 30.000,00 per murid per bulan untuk SLTP yang
dihitung dari hasil perhitungan biaya satuan (unit cost) rata-rata yang ditanggung
oleh masyarakat/orang tua, sehingga kalau biaya yang dibebankan pada orang
tua ini ”diambil alih“ oleh pemerintah melalui penyediaan dana BOS, mestinya
secara logika masyarakat sudah tidak perlu membayar lagi. Namun besarnya
kebutuhan sekolah untuk melayani satu murid tidak sama dengan biaya yang
ditanggung masyarakat. Untuk SD, kisarannya bisa mencapai Rp 50.000,00 - Rp
100.000,00 per murid per bulan yang dihitung dari penyedia layanan atau
tingkat sekolah.

Sebelum Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
(PKPS-BBM) bidang pendidikan ini digulirkan oleh pemerintah, pada tahun-tahun
sebelumnya telah terdapat paket bantuan dana pendidikan berupa Dana
operasional sekolah yang bersumber dari anggaran pemerintah (pusat, Propinsi
dan kabupaten/kota) dan orang tua murid. Dana dari pemerintah ini berupa dana
operasional dan pemeliharaan (DOP) sekolah, subsidi pembiayaan
penyelenggaraan atau sumbangan biaya penyelenggaraan pendidikan
(SPP/SBPP) dan dana bantuan operasional (DBO). Namun bantuan ini tidak
setiap tahun dan setiap sekolah menerima ketiga jenis dana operasional tersebut
sekaligus. Kontribusi rutin dana pendidikan lebih tepatnya datang dari orang tua
murid dalam bentuk dana/iuran Badan Pembantu Pengelolaan Pendidikan (BP3).

Melihat realitas tersebut, pemerintah mencoba meminimalisir berbagai
bentuk kesenjangan yang mungkin terjadi dengan berusaha merealisasikan
pengalokasian dana APBN sebesar 20% untuk meningkatkan kualitas pendidikan
.Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak
untuk dialihkan pengalokasianya dalam bentuk kompensasipun dilaksanakan.
Salah satunya alokasi pada sektor pendidikan dengan pengadaan Bantuan



33

Operasional Sekolah (BOS), program ini merupakan konsekuensi yang menjadi
tanggung jawab pemerintah atas pengurangan subsidi BBM yang tujuannya
untuk secara bertahap membebaskan sebagian biaya pendidikan yang
dikeluarkan oleh orang tua siswa. Pennyaluran dana BOS tersebut dilaksanakan
oleh Tim Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) tingkat
propinsi melalui kantor pos atau bank pemerintah.

Untuk penyaluran dana tersebut Menteri Pendidikan Nasional seringkali
melakukan inspeksi mendadak (Sidak) guna pengecekan disekolah-sekolah,
sebagaimana dilakukan di Surabaya serta peninjauan di beberapa Propinsi.
Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional) menyatakan untuk saat ini
penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) relatif aman dari aneka
bentuk penyimpangan dan tidak ditemukan hal-hal mencurigakan dilapangan,
beliau hanya menemukan beberapa sekolah yang belum memiliki rekening.

Berdasarkan peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005
yang dirubah melalui peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun
2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal Kementrian
Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dilingkungan Kementrian Pendidikan Nasional, Inspektorat
Jenderal juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dan
pemanfaatan dana BOS. Komponen utama yang dimonitor antara lain :

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan
2. Penyaluran dan penggunaan dana
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh tim Manajemen BOS
Pusat, Tim Manajemen BOS propinsi, Tim Manajemen BOS Kabupatena/Kota.
Kegiatan monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memantau penyaluran dan
penyerapan dana, kinerja tim manajemen BOS dan penggunaan serta
pengelolaannya. Sedangkan kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang
bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan
dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan
negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Sejauh ini permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun
dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar /sederajad
maupun Sekolah Menengah Pertama/setingkat tetap saja setiap tahun ajaran
baru /penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa
Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran Badan Pembantu
Penyelenggara Pendidikan (BP.3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih.

Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa
warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di
sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi
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siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan. Adanya pengunaan
BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOS cenderung digunakan
untuk melakukan perbaikan fasilitas gedung dan sarana komputer sehingga
kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar anak sebagai penerima dana
BOS.

Hal ini juga terjadi di Kota Ambon, khususnya pada sekolah-sekolah
penerima dana BOS. Salah satu yang menjadi minat penulis untuk melihat
permasalahan pelaksanaan program BOS di Kota Ambon adalah pada  SMP
Negeri 2 Ambon yang sampai saat ini masih menyisakan berbagai masalah yang
sangat kompleks. Meskipun berbagai instrumen telah diterbitkan, tetapi kondisi
secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 2
Ambon belum mampu memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin
secara berkualitas.

Hasil observasi awal yang penulis lakukan di SMP Negeri 2 Ambon,
setidaknya ada beberapa gejala awal yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan
program BOS di sekolah tersebut belum dikelola secara maksimal disebabkan
oleh beberapa faktor dan masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada para
siswa

2. Pemanfaatan dana operasional BOS belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan misalnya untuk pembelian komputer.

3. Kurang adanya keterbukaan terhadap penggunaan dana BOS dari aspek
perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan.

4. Meskipun tujuan BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi
masyarakat tidak mampu/miskin kenyataan anak tidak mampu/miskin
tetap saja dibebani biaya sekolah dengan berbagai dalih yang dibuat oleh
sekolah.

5. Meskipun dana BOS untuk salah satu untuk membiayai penerimaan
murid baru, ternyata calon siswa tetap saja dikenakan biaya pendaftaran
termasuk pembelian formulir.

6. Meskipun terdapat dana BOS tetap saja oleh sekolah orang tua/wali
murid diharuskan membayar sumbangan pendidikan (BP.3) maupun SPP
yang rutin tiap bulan termasuk kegiatankegiatan belajar siswa.

7. Penggunaan dana BOS tidak melibatkan atau musyawarah dengan orang
tua/wali murid

8. Akuntabilitas atau Pertanggung jawaban penggunaan dana BOS tidak
transparan.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut di atas dapat di duga bahwa ada
berbagai hal yang menghambat proses implementasi dalam penggunaan dana
BOS yang kurang baik di SMP Negeri 2 Ambon. Hal tersebut mengakibatkan
kurang adanya peningkatan kualitas mutu pendidikanbagi anak-anak yang
kurang mampu.
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B. LANDASAN TEORI

Implementasi
Implementasi menurut Grindle (1980: 7), merupakan proses umum

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Van
Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi
kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik
secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai
tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan
dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah
tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua
bagian. Pertama, . Sesuai
definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan
tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi
merupakan persamaan fungsi dari

. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada
kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh
implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan
Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah
membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan
melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan .

Kebijakan  Publik
Teori  Kebijakan  Publik  akan  disampaikan  secara  singkat  karena

sifatnya  hanya sebagai  pengantar  dalam memahami BOS  sebagai kebijakan  di
bidang pendidikan. Beberapa  pengertian  Kebijakan  Publik  telah  banyak
diuraikan  oleh  para  pakar sebagai berikut. Pengertian Kebijakan Publik adalah
Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone, 1971).

Menurut R.S. Parker (Ekowati.2005:5) kebijakan publik adalah suatu
tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu
pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Thomas
R. Dye (Subarsono,2006:2) mengungkapkan bahwa kebijakan public didefiniskan
sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan. Lebih lanjut Mas Roro Lilik Ekowati (2005:4) dalam bukunya
Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, mengatakan
bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut :
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1.Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupapenetapan
tindakan-tindakan dari pemerintah.

2.Kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapidilaksanakan
dalam bentuk yang nyata.

3.Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atautidak
melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi denganmaksud dan
tujuan tertentu.
Untuk lebih melengkapi rumusan kebijakan, lebih lanjut Miftah Thoha

(2002:59-60) berpendapat bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2
(dua) aspek pokok, yaitu:

a. Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau
terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkanpemerintah berasal dari
segala kejadian dalam masyarakatdan dipergunakan pula untuk
kepentingan masyarakat.

b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik
untukmendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau
untukmenciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-
pihakyang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan
perlakuanyang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Kalau kita simak rumusan dan pendapat berkait pengertian kebijakan,
kedua aspek pokok tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada satu pihak,
kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang komplek dari masyarakat untuk
kepentingan masyarakat, di lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau
cara untuk mengatasi konflik yang menimbulkan insentif. Dari  beberapa  definisi
di  atas  dapat  dimengerti  bahwa  kebijakan  publik  adalah merupakan
keputusan atau tindakan yang dibuat oleh Negara sebagai strategi untuk
mengatasi  berbagai  masalah  sehingga  tujuan  Negara  untuk  mensejahterakan
kehidupan bangsa/masyarakat dapat tercapai.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan
nasional, yang dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  Negara  di  bidang
pendidikan.  Negara  dan pemerintah  memiliki  kepentingan  terhadap  sektor
pendidikan  dalam  rangka membangun  sumber  daya  manusia  yang  cerdas
sebagai  asset  bangsa  untuk menghadapi persaingan  nasional  maupun  global,
khususnya  dalam  membentuk masyarakat madani yang diperlukan dalam
kehidupan demokrasi. Sebagai  sebuah  kebijakan,  kebijakan  pendidikan
merupakan  peraturan  yang terkodifikasi  dalam  bentuk  perundang-undangan
yang  masih  luas  dan  global.  Agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan maka
perlu dijabarkan menjadi produk aturan-aturan  yang  lebih  spesifik  dan
dioperasionalkan  dalam  bentuk  program  (Grindle, 1980).  Penjelasan  ini
penting  sebagai  pengantar  dalam  memahami  BOS  sebagai bentuk
operasional  (program)  dari  sebuah  kebijakan  di  bidang  pendidikan,
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sebagaimana akan diur aikan pada bab IV, sub bab Dasar Pelaksanaan program
BOS.

Pengelompokkan kebijakan berdasarkan tujuannya, yaitu  Regulasi,
Distribusi,  Redistribusi,  Kapitalisasi,  dan  Etik.  Berdasarkan pengelompokkan
ini  maka  BOS  dapat  dikategorikan  sebagai  kebijakan  kapitalisasi, yaitu
kebijakan yang bertujuan meningkatkan produktivitas institusi sosial. Dalam hal ini
pemerintah  memberikan  subsidi  biaya  operasional dengan  tujuan
meningkatkan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP.
Pada  dasarnya  kebijakan  berlangsung  dalam  suatu  proses mulai  dari
adanya  input (isu-isu  kebijakan),  proses  (formulasi  dan  implementasi),  serta
output  (kinerja kebijakan).  Dari  tahapan-tahapan  tersebut,  implementasi
dianggap  sebagai  tahapan yang paling krusial karena di sinilah berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan
kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih tujuan kebijakan dan program-program
(Lester dan Stewart, 2000).

Program
Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam
setiap program dijelaskan mengenai :

1.  Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2.  Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3.  Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4.  Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5.  Strategi pelaksanaan.
Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan

lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program
yang diuraikan.suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang
berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut
secara keseluruhan.

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan
untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu
seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak
yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan
atau sebagai pelaku program.

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya
juga diidentifikasikan melalui anggaran.

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat
diakui oleh publik.
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Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model
teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi
dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang
serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang
menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Dimensi dan Tahapan serta Tujuan Evaluasi Program
Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harusmenentukan

aspek-aspek dari obyek yang akan evaluasi. MenurutStake, 1967, Stuffebeam,
1959, Alkin 1969 (dalam Suharsimi, 2007) telah mengemukakan bahwa evaluasi
berfokus pada empataspek yautu :

a. Konteks
b. Input
c. Proses implementasi
d. Produk
Direktorat Pemantauan danEvaluasi Bappenas, menjelaskan bahwa tujuan

evalusi program adalah agar dapatdiketahui dengan pasti apakah pencapaian
hasil, kemajuan dankendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat
dinilai dandipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan
datang. (Dwidjowijoto Riant Nugroho, 2006, 99).

Sedangkan menurut Dwidjowijoto Riant Nugroho, (2006:20) dimensi
utama evaluasidiarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program.
Padaprinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukurmelalui
empat dimensi yaitu :

a. indikator masukan (
b. Proses
c. keluaran
d. indikator dampak atau
Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilanatau kegagalan

pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itupengertian evaluasi sering
digunakan untuk menunjukan tahapansiklus pengelolahan program yang
mencakup :

a. Evaluasi pada tahap perencanaan ( . Pada tahapperencanaan,
evaluasi sering digunakan untuk memilih danmenentukan prioritas dari
berbagai alternative dan kemungkinancara mencapai tujuan yang telah
dirumuskan sebelumnya.

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan ( Pada
tahappelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan
tingkatkemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan
rencanayang telah ditentukan sebelumnya

c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan ( pada tahappaska
pelaksanaan evalusi ini diarahkan untuk melihat apakahpencapaian
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(keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasimasalah
pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi inidilakukan setelah
program berakhir untuk menilai relevansi(dampak dibandingkan
masukan), efektivitas (hasil dibandingkankeluaran), kemanfaatan
(dampak dibandingkan hasil), dankeberlanjutan (dampak dibandingkan
dengan hasil dan keluaran)dari suatu program.

Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selajutnya
terdapatperbedaan metodelogi antara evaluasi program yang berfokuskerangka
anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi.Evaluasi program yang
berfokus pada anggaran dilakukan dengan duacara yaitu : Penilaian indikator
kinerja program berdasarkan keluarandan hasil dan studi evaluasi program
berdasarkan dampak yangtimbul. dilakukan melalui perbandingan
indikatorkinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi
yangrelevan dan cukup harus tersedia dengan mudah sebelum suatuindikator
kinerja program dianggap layak. dilaksanakan melalui
pengumpulan data dan informasi yang bersifatlebih mendalam

terhadap hasil, manfaat dandampak dari program yang telah selesai
dilaksanakan. Hal yangpaling penting adalah mengenai informasi yang dihasilkan
danbagaimana memperoleh informasi, dianalisis dan dilaporkan.Informasi harus
bersifat independen, obyektif, relevan dan dapatdiandalkan.

Seperti disebutkan oleh Rachbini (2005 : 21), tujuan khususEvaluasi
Program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :

1. Berikan masukan bagi perencanaan program
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitandengan

tindak lanjut, perluasan atau penghentian program
3. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentangmodifikasi

atau perbaikan program
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan

penghambat program;
5. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan(pengawasan,

supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara,pengelola dan pelaksana
program dan.

6. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasiprogram
pendidikan luar sekolah.

Disisi lain dijelaskan pula bahwa evalusi adalah untuk melayani
pembuatkebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untukpengambilan
keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasiprogram dapat menyajikan
5 (lima) jenis informasi dasar sebagaiberikut :

1. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakahpelaksanaan
suatu program harus dilanjutkan
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2. Indikator-indikator tentang program-program yang paling
berhasilberdasarkan jumlah biaya yang digunakan

3. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antarunsur
program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yangdiberikan
sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai

4. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-
programpendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat
menentukantentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana
yangpaling menerima pengaruh dari palayanan setiap program.

5. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkanberbagai
permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruhprogram.
(Winarno, 2004)

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar, konsekuensi dari amanat Undang-undang tersebut
maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta
didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Dan juga diamanatkan oleh
UUD 1945 pasal 31 dan pada ayat 4 disebutkan ; “Negara memperioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) yang memberikan bantuan uang kepada sekolah berdasarkan
jumlah murid.Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi
siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka
memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam
rangka penuntasan wajib belajar. Dalam hal ini pemerintah mengusahakan
bantuan pendidikan gratis dengan membuat suatu program Bantuan operasional
Sekolah (BOS). BOS ini merupakan program dana bantuan untuk operasional
sekolah.

Menurut Buku Panduan Bantuan Dana operasional Sekolah (Bos) yang
ditertibkan oleh departeman pendidikan Nasional (2009) untuk mengurangi atau
menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaaan wewenang,
kebocoran,dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan bentuk
penyelewengan lainnya pemerintah melakukan pengawasan dalam
penyelenggaraan distribusi dana BOS melalui pengawasan melekat(waskat),
pengawasan internal fungsional, pengawasan ekstemal dan pengawasan
masyarakat, sehingga melalui sistem pengawasan tersebut dapat diharapkan
pendistribusian dana BOS dengan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
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C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah
di SMP Negeri 2 Ambon, yang menggunakan pendekatan diksriptif kualitatif.
Menurut Faisal, (1989 : 22) dan Bungin pendekatan dikskriptif kualitatif
memusatkan pada unit tertentu, dimana permasalahannya ditelaah secara
komprehensif, mendetail, dan mendalam; berbagai indikator kemudian ditelaah,
ditelusuri dan dideskripsikan berdasarkan kondisi realitas yang terjadi di
lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci untuk
mendapatkan data kualitatif yang dapat mendiskripsikan tentang masalah
penelitian yang penulis ajukan.Untuk itu informan yang penulis ajukan dalam
penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap kredibel atau mengetahui
informasi penting tentang masalah ini. Informan tersebut antara lain, Kepala
Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Orang Tua Murid dan
sejumlah Murid. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi

Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan
secara deskriptif kualitatif yakni menganalisis dan menginterpretasi berbagai
informasi yang disampaikan oleh para informan kunci untuk menjawab
permasalahan penelitian yang ada.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah
Sejauhmana implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) pada SMP Negeri 2 Ambon. Untuk menjawab permasalahan tersebut
secara empirik maka penelitian lapangan penulis lakukan untuk mengumpulkan
sejumlah data dan informasi yang kemudian akan diolah dan di analisis guna
mengambarkan sejauhmana implementasi Kebijakan Program Bantuan
Operasional Sekolahpada SMP Negeri 2 Ambon.

Setelah data-data diperoleh selanjutnya penulis melakukan pemilihan dan
seleksi terhadap data-data dari berbagai instrument tersebut dengan senantiasa
menfokuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi dan tujuan penelitian
yang ingin dicapai. Untuk itu, maka jawaban-jawaban responden yang diperoleh
melalui wawancara mendalam akan disajikan satu persatu. Dari hasil tersebut
kemudian diberikan kesimpulan sendiri oleh peneliti berdasarkan pada pedoman
wawancara dengan beberapa informan kunci dari beberapa orang yang terlibat
langsung dalam program Bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri 2
Ambon, kemudian ditafsirkan secara deskriftif untuk variable utama yakni
implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolahpada SMP Negeri 2
Ambon.
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Atas dasar uraian tersebut maka berikut ini akan disajikan secara berturut-
turut gambaran hasil penelitian tentang implementasi Kebijakan Program
Bantuan Operasional Sekolahpada SMP Negeri 2 Ambon melalui berbagai tahap
persiapan yang meliputi pembentukan Tim Manajemen Sekolah dan Sosialisasi.
Selanjutnya Tahap Pelaksanaan yang meliputi Pengajuan dan penyaluran dana
BOS, Penggunaan dana BOS, serta Transparansi dan akuntabilitas.

Tahap Persiapan
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolahpada SMP

Negeri 2 Ambon dilakukan dalam berbagai tahapan.Salah satunya adalah
tahapan persiapan.Tahapan ini dilakukan agar program BOS ini dapat
mengedepankan aspek transparansi di tingkat sekolah. Hal ini terlihat dalam
perumusan  langkah persiapan  yang  harus  dilakukan  sekolah  dalam  tahap
persiapan meliputi  pembentukan Tim Manajemen Sekolah  dan  melakukan
Sosialisasi.

a. Tim  Manajemen  Sekolah
Sebagai  langkah  awal  dalam  mengelola  dana  BOS  maka  sekolah

diwajibkan membentuk  Tim BOS Sekolah  dengan  susunan personil
sebagaimana  ditulis  dalam panduan.  Realitas  menunjukkan  bahwa
struktur  Tim  Manajemen  Sekolah  pada setiap tahun cenderung  sama
dengan  struktur  tim  pada  tahun  sebelumnya  (sekolah  sudah mengelola
program BOS sejak  tahun  2005).  Hal  ini terlihat  dari susunan  tim  yang
masih  sama  dengan  susunan  tim  tahun-tahun  sebelumnya  yang  terdiri
dari penanggungjawab, yaitu kepala sekolah, dan bendahara yang boleh
diangkat dari staf TU  atau  guru.

Tim  manajemen  yang  terdiri  dari  kepala  sekolah  dan  bendahara
biasanya  disebut  sebagai  tim  inti.  Dalam  menjalankan  tugasnya  tim  inti
tersebut banyak  dibantu oleh tenaga Tata Usaha  yang  bisa  mengoperasikan
komputer,  yang disebut  oleh sekolah  sebagai  tenaga  operator.  Tenaga
operator  ini  membantu bendahara  dalam  pembuatan  laporan  keuangan
dan  juga  input  data  siswa.

Berdasarkaan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMP
Negeri 2 Ambon sebagai berikut : Beberapa hal yang perlu kita lakukan
sebagai bagian dari tahapan implementasi program BOS adalah melakukan
pembentukan Tim Manajemen pada lingkup Sekolah. Struktur Tim Manajemen
Sekolah terdiri dari  Kepala sekolah selaku Penanggungjawab dibantu dengan
Bendahara, serta satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah.
pemilihan unsur  orang  tua dipilih oleh komite dan kepala sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitas serta menghindari terjadinya konflik
kepentingan.
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Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ambon,
bahwa Tim Manajemen  BOS  tingkat  sekolah ditetapkan  dengan  SK  dari
kepala  sekolah.  Hal  ini  berarti  bahwa  ada  tertib  administrasi dalam tahap
persiapan yang harus dilakukan sekolah, yaitu membuat SK Kepala Sekolah
tentang Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah. Kemudian yang perlu dicermati
adalah ketentuan masukknya unsur orang tua selain komite sekolah dalam
susunan  tim  sekolah,  yang  antara  lain  bertujuan  agar  pelaksanaan
program  BOS menjadi lebih transparan.Berdasarkan  Panduan  Pelaksanaan
BOS,  susunan  Tim  Manajemen  Sekolah seharusnya  memiliki  unsur  orang
tua  siswa  di  luar  Komite  Sekolah.  Tujuan  dari penambahan personil  dalam
Tim  BOS  sekolah  sebagaimana diungkapkan  oleh  Tim BOS  Pusat  adalah
agar  pengelolaan  BOS  lebih  transparan.

Namun  berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di SMP Negeri
2 Ambon, ternyata  susunan  tim  dan  unsur  yang  membentuk  tim
Manajemen Sekolah tidak  sesuai dengan  aturan  dalam  panduan  (yaitu
tanpa  unsur  orangtua  siswa  di  luar  Komite Sekolah).

Sebagaimana hasil wawancara bahwa dalam pembentukan Tim
Manajemen Sekolah belum sepenuhnya dilakukan dengan baik berdasarkan
petunjuk pelaksanaan program Dana BOS. Hal ini menunjukan bahwa Tim
pengelola program BOS pada tingkat Kabupaten/Kota Belum maksimal dalam
melakukan sosialisasi tentang Petunjuk Teknis program BOS di tingkat Sekolah,
khususnya SMP Negeri 2 Ambon.

b. Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  tahapan  penting  dalam  tahap  persiapan

karenamelalui sosialisasi inilah informasi-informasi terkait dengan implementasi
program BOS dapat disampaikan dari Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Sekolah
maupun secara internal dari sekolah kepada para Guru, Orang Tua dan Komite
Sekolah.Tujuan  utama  sosialisasi  adalah untuk menyiapkan sekolah dalam
melaksanakan  program BOS sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah berkaitan
dengan kegiatan sosialisasi, antara lain bahwa Secara umum sosialisasi
dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kota Ambon kepada seluruh sekolah
penerima dana BOS. Materi  sosialisasi  yang disampaikan lebih  banyak
bersifat teknis operasional yang terkait dengan  perbendaharaan  misalnya
masalah  perpajakan, pembukuan,  sistem pelaporan dan  sejenisnya,  serta
informasi-informasi  baru  dalam peraturan  yang  tidak  ada  dalam  buku
panduan  tahun  sebelumnya. (Hasil Wawancara, 03 Juni 2013)

Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Sekolah bahwa karena  keterbatasan
dana, sosialisasi  hanya  dilakukan  selama  satu  hari.  Oleh  karenanya  materi
sosialisasi meliputi hal-hal yang pokok saja, dalam  hal  ini  masalah
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pembukuan dan keuangan, selebihnya  dipelajari dari  buku  juklak.  Jadi
materi sosialisasi meliputi informasi penatakelolaan,  per-tanggungjawaban,
dan  beberapa  hal  baru  terkait  keuangan  yang ada  di  panduan. (Hasil
Wawancara, 03 Juni 2013)

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis jelaskan bahwa lamanya
kegiatan  sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon hanya satu
hari.  Dirasakan  oleh sekolah  kurang  cukup  untuk  mencapai  target
penguasaan  materi  sampai  tuntas. Karena terbatasnya  waktu,  sekolah
merasa  kurang  puas  dan  mengharapkan  dalam sosialisasi lebih banyak
diberikan  contoh-contoh buku  tunai, buku kas,  buku pajak yang benar, cara
membuat laporan pertanggungjawaban yang benar .

Selain sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada pihak Sekolah
penerima Dana BOS, Sosialisasi juga dilakukan secara internal oleh SMP Negeri
2 Ambon kepada dua sasaran yaitu masyarakat (orang tua siswa) dan dewan
guru.  Sosialisasi BOS kepada orang tua siswa dilakukan pada saat acara  rapat
Komite  yang  diselenggarakan  setelah  masa  penerimaan  siswa  baru.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan Ketua Komite
Sekolah SMP Negeri 2 Ambon, bahwa Informasi  yang disampaikan oleh pihak
sekolah tentang  penggunaan  dana  BOS  lebih  ditekankan  agar  masyarakat
lebih memahami  batasan  pembiayaan  menggunakan  dana  BOS  dan  tidak
menganggap  bahwa  semua  keperluan  bisa  didanai  dengan  BOS.  Hal  ini
untuk mengantisipasi pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana BOS
yang berarti tidak ada pungutan apapun dan gratis seluruhnya.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara  penulis dengan Kepala
Sekolah SMP Negeri 2 Ambon bahwa : Secara internal, kami selalu melakukan
sosialisasi kepada  dewan  guru  melalui  rapat-rapat  guru. Hal ini sangat
penting mengingat dampak dari Program  BOS  yang dirasakan  langsung  oleh
guru  adalah  hilangnyabeberapa  pos  insentif  seperti tunjangan uang
transport, insentif sebagai wali kelas, dan lain-lain, yang selama  ini dibiayai
dengan  dana  partisipasi  masyarakat.  Sementara  itu  dalam  ketentuan
penggunaannya, dana BOS tidak boleh digunakan untuk memberikan insentif
bulanan semacam ini. Untuk itulah sekolah merasa perlu menyampaikan
informasi dana BOS kepada  guru-guru  agar  mereka  memahami  perubahan
yang  terjadi  di sekolah.

Tahap Pelaksanaan
Implementasi program BOS pada tahap pelaksanaan yang utama meliputi

kegiatan pengajuan danaBOS,  penggunaan  BOS,  dan  upaya-upaya
transparansi  dan  akuntabilitas.  Berikut ini akan dideskripsikan  implementasi
yang terkait  dengan  pengajuan  dana  BOS, penggunaan BOS, dan upaya-
upaya transparansi dan akuntabilitas berdasarkan hasil observasi dan penelitian
pada SMP Negeri 2 Ambon.
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a. Pengajuan dan penyaluran dana BOS
Untuk  keperluan pengajuan dana BOS, sekolah melakukan pendataan

jumlah siswa dan validasi  data siswa  untuk  kemudian disampaikan kepada
Tim  Manajemen  BOS pada Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pada tahap pengajuan Dana BOS ini perlu dilakukan
pengawasan yang berkaitan dengan jumlah siswa penerima dana BOS. Oleh
karena itu perlu dilakukan validasi yang intensif antara pihak sekolah dan Tim
Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon.Hal ini
penting dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan spekulatif dan
manipulasi data siswa pada setiap tahun anggaran.

Untuk  pungusulan  dan  pencairan  dana  BOS  dari  sekolah,
Pemerintah Kota Ambon memberlakukan alur sebagai berikut :

1. Data jumlah siswa diusulkan oleh sekolah dengan menggunakan format
dari Tim Manajemen BOS Kota Ambon.

2. Daftar  usulan  tersebut  diserahkan  kepada  Tim    BOS  Kota Ambon.
3. Berdasarkan data usulan tersebut maka Tim Manajemen BOS Kota

menerbitkanSurat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan
mencantumkan jumlah dana BOS yang diterima sekolah pada satu
periode penyaluran.

4. SPPB didistribusikan ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, sekolah
menandatangani SPPB tersebut  dan menyerahkan kembali dengan
melampirkan  laporan  pertanggungjawaban  (SPJ) penggunaan  dana
BOS  pada pencairan sebelumnya.

5. Tim Manajemen BOS Kota Ambon menandatangani SPPB dan
mendistribusikan ke sekolah sebagai syarat pencairan dana.

6. Sekolah mencairkan dana di lembaga penyalur yang ditunjuk untuk
wilayah Provinsi Maluku (PT. Bank Maluku)
Dari tahapan sebagaimana disebutkan diatas, tergambar bahwa dalam

mengusulkan  pencairan  dana  sekolah  harus  melampirkan  SPJ  dana  yang
ditarik  pada  periode  sebelumnya  untuk  dapat  mencairkan  dana  periode
berikutnya. Selain itu, pengambilan dana oleh sekolah diatur per bulan.Praktik
yang demikian ini ditanggapi positif  oleh  sekolah, antara  lain melalui
pernyataan-pernyataan  beberapa informan  ketika  penulis  menanyakan
ketentuan  yang diberlakukan dalam pencairan tersebut.

Sebagaimana hasil penelitian bahwa Untuk SMP Negeri 2 Ambon,
dengan  jumlah  siswa  yang  cukup  besar, maka pihak sekolah melakukan
pengambilan dana BOS dilakukan tiap bulan. Hal ini dilakukan mengingat
apabila jika ditarik sekaligus untuk Triwulan jumlahnya akan terlalu besar.
Menyimpan uang dalam jumlah besar sangat beresiko. Dengan  demikian
penarikan  setiap  bulan  lebih  aman,  dapat  mengurangi  resiko kehilangan
dan/atau penyelewengan, dan memperingan penyimpanan. (Hasil Wawancara,
05 Juni 2013)
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Berdasarkan uraian di atas, pengajuan dan penyaluran dana BOS pada
SMP Negeri 2 Ambon dapat digambarkan sebagai berikut. Tahap pengusulan
dana BOS oleh sekolah dimulai dengan verifikasi data  oleh  sekolah.
Pungusulan dan pencairan dana BOS di Kota Ambon dimulai dengan
pengusulan dana  dengan  dilampiri  oleh daftar  dan  jumlah siswa  kepada
Tim  Manajemen  BOS Kota.  Berdasarkan  data  usulan  tersebut,  Tim
Manajemen Kota  menerbitkan  Surat  Perjanjian  Pemberian  Bantuan  (SPPB)
dengan mencantumkan  jumlah  dana BOS  yang  diterima  sekolah  pada
satu  periode penyaluran.  SPPB  didistribusikan  ke  sekolah, selanjutnya
sekolah  menandatangani SPPB  tersebut  dan  menyerahkan  kembali dengan
melampirkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOS  pada
pencairan  sebelumnya.

Kemudian  komisariat  mengirim  kembali  SPPB yang  ditandatangani
oleh  Kepala  Sekolah  dengan  dilampiri  SPJ  penggunaan  dana sebelumnya
ke Tim  Manajemen BOS Kota. Setelah  itu  Tim Manajemen  BOS
menandatangani  SPPB  dan mendistribusikan  ke  sekolah  sebagai  syarat
pencairan  dana.  Dengan  SPPB  tersebut  sekolah  mencairkan  dana  di  PT.
Bank Maluku.

b. Penggunaan dana BOS
Dana  BOS  adalah  dana  subsidi  yang  tentu  saja  ada ketentuan

dalam  penggunaannya,  dan  ketentuan  tersebut  berlaku  sama  di  semua
sekolah penerima. Lain halnya dengan dana yang dikumpulkan sendiri oleh
sekolah dari masyarakat yang penggunaannya bisa diatur dan ditentukan
sendiri oleh sekolah sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing.

Hasil penelitian di sekolah SMP Negeri 2 Ambon, bahwa realisasi
penggunaan dana BOS pada tahun anggaran 2012 disalurkan per triwulan
antara lain di gunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

Tabel 1
Penggunaan Dana Bos Triwulan I

No Uraian Kegiatan Jumlah

A. Penerimaan Rp.  313.820.000

B. Penggunaan Dana

1. Program Sekolah

1.1. Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp.    26.500.000

1.2. Pengembangan Kurikulum KTSP Rp. 32.750.000

1.3. Pengembangan Proses Pembelajaran Rp.  110.590.000
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1.4. Pengembangan penddikan dan tenaga
kependidikan & transportasi pegawai Rp.    14.700.000

1.5. Pengembangan sarana dan prasarana Rp.    32.950.416

1.6. Pengembangan dan implikasi manajemen
sekolah Rp.      3.200.475

1.7. Pengembangan dan penggalian sumber dana
pendidikan Rp.      1.020.000

1.8. Pengembangan dan implementasi system
Penilaian Rp.    19.413.700

2. Penggunaan dana lainnya

2.1. Belanja biaya konsumsi Rp.    40.903.850

2.2. Belanja biaya pajak Rp.    19.191.493

2.3. Belanja biaya transportasi siswa miskin Rp.    12.600.000

Total Penggunaan Dana Rp   313.820.000

Dari tabel diatas dapat penulis jelaskan bahwa total penerimaan dana
BOS pada triwulan 1 adalah sebesar Rp. 313.820.000. Seluruh anggaran
tersebut digunakan dengan berpedoman pada buku panduan dana BOS.
Khusus untuk siswa yang menerima dana BOS berjumlah 1.704 orang. Yang
didalamnya terdapat siswa miskin berjumlah 589 orang, dengan rincian sebagai
berikut :

 Kelas IX berjumlah  170 orang
 Kelas VIII berjumlah 199 orang
 Kelas VII berjumlah 220 orang

Menurut Bendahara dana BOS, “dari keselurhan jumlah siswa miskin tersebut,
melalui keputusan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 2 Ambon menditribusiakan
dana BOS langsung kepada 126 siswa per triwulan. Uangnya di berikan secara
langsung (Cash) ke siswa. Lebih lanjut dikatakan bahwa : Para siswa miskin
juga diberikan transportasi sebesar 2 x Rp. 100.000, setiap bulan.

Apa yang disampaiakan oleh Bendahara BOS tersebut sejalan dengan
hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Siswa pada SMP
Negeri 2 Ambon antara lain sebagai berikut :

Dari hasil wawancara dengan Bendahara Dana BOS serta siswa SMP
Negeri 2 Ambon Tersebut. Menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan sasaran
dan tujuan penggunaan dana bos yakni membantu dan mengurangi beban
siswa miskin dalam mengikuti pendidikan dasar. Hal ini dirasakan sangat
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membantu mengingat begitu besarnya pembiayaan serta tanggung jawab
orang tua untuk memenuhi berbagi kebutuhan siswa dalam aktifitas setiap hari
kesekolah dan lain-lain

Selanjutnya menurut Bendahara, penggunaan dana BOS juga diberikan
untuk membayar gaji Guru Honorer dan pegawai. Pembayaran tersebut antara
lain sebagai berikut :

Tabel 2
Penggunaan Dana Bos untuk Guru Honor & Pegawai

No Uraian Kegiatan Jumlah Ket
1. Honor Guru TIK Rp.  1.500.000 Perbulan
2. Honor Biasa Rp.     200.000 Perbulan

3. 10 pegawai Tata Usaha Rp.     200.000 Perbulan

4. 3 orang satpam Rp.  1.000.000 Perbulan

5. 4 orang Cleaning Service Rp.  1.000.000 Perbulan

Total Rp  3.900.000 Perbulan

Tabel diatas menunjukan total penggunaan dana BOS untuk membayar
Gaji Guru Honor dan Pegawai adalah sebesar Rp. 3.900.000,- setiap bulan. Itu
berarti bahwa dalam setahun dana BOS yang digunakan untuk pos tersebut
sebesar Rp. 46.800.000,-

Selanjutnya pada triwulan kedua Dana BOS yang diterima oleh SMP
Negeri 2 Ambon adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Penggunaan Dana Bos Triwulan II

No Uraian Kegiatan Jumlah
A. Penerimaan Rp.  313.820.000

B. Penggunaan Dana

1. Program Sekolah

1.1.Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp.    38.934.000

1.2. Pengembangan Kurikulum KTSP Rp.    32.000.000

1.3. Pengembangan Proses Pembelajaran Rp.    95.127.900

1.4. Pengembangan penddikan dan tenaga
kependidikan & transportasi pegawai Rp.    48.575.000

1.5. Pengembangan sarana dan prasarana Rp.    12.123.000

1.6. Pengembangan dan implikasi manajemen
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sekolah Rp.      1.686.000
1.7. Pengembangan dan penggalian sumber dana

pendidikan Rp.      1.437.502
1.8. Pengembangan dan implementasi system

Penilaian Rp.      3.922.443
2. Penggunaan dana lainnya

2.1. Belanja biaya konsumsi Rp.    52.638.000

2.2. Belanja biaya pajak Rp.    14.775.585

2.3. Belanja biaya transportasi siswa miskin Rp.    12.600.000

Total Penggunaan Dana Rp   313.820.000

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah Dana BOS yang diterima oleh
SMP Negeri 2 Ambon pada Triwulan kedua sama dengan Triwulan pertama
yakni sebesar Rp. 313.820.000.- Namun dalam penggunaan distribusi alokasi
dana pada setiap kegiatan berbeda jumlahnya. Sedangkan untuk belanja biaya
transportasi siswa miskin tetap sama dengan triwulan pertama sebesar Rp.
12.600.000,-.

Selanjutnya pada triwulan ketiga Dana BOS yang diterima oleh SMP
Negeri 2 Ambon adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Penggunaan Dana Bos Triwulan III

No Uraian Kegiatan Jumlah
A. Penerimaan Rp.  313.820.000
B. Penggunaan Dana
1. Program Sekolah

1.1.Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp.                    0
1.2. Pengembangan Kurikulum KTSP Rp.    60.182.000
1.3. Pengembangan Proses Pembelajaran Rp.  152.018.592
1.4. Pengembangan penddikan dan tenaga

kependidikan & transportasi pegawai Rp.    16.200.000
1.5. Pengembangan sarana dan prasarana

Rp.    25.643.000
1.6. Pengembangan dan implikasi manajemen

sekolah Rp.      1.709.674
1.7. Pengembangan dan penggalian sumber dana

pendidikan Rp.      2.700.000
1.8. Pengembangan dan implementasi system

Penilaian Rp. 16.000.000
2. Penggunaan dana lainnya

2.1. Belanja biaya konsumsi Rp.    13.702.500
2.2. Belanja biaya pajak Rp.    13.064.234
2.3. Belanja biaya transportasi siswa miskin Rp.    12.600.000
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Total Penggunaan Dana Rp   313.820.000

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah Dana BOS yang diterima oleh
SMP Negeri 2 Ambon pada Triwulan ketiga masih sama dengan Triwulan
kedua yakni sebesar Rp. 313.820.000.- Namun dalam penggunaan distribusi
alokasi dana pada setiap kegiatan berbeda jumlahnya. Khusus untuk mata
anggaran bagi kompetensi lulusan tidak ada dana BOS yang digunakan.
Sedangkan untuk belanja biaya transportasi siswa miskin tetap sama dengan
triwulan pertama dan kedua sebesar Rp. 12.600.000,-.

Pada triwulan keempat, SMP Negeri 2 Ambon menerima dana BOS
yang digunakan antara lain sebagai berikut :

Tabel 4
Penggunaan Dana Bos Triwulan IV

No Uraian Kegiatan Jumlah

A. Penerimaan Rp.  311.690.000
B. Penggunaan Dana
1. Program Sekolah

1.9. Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp.                    0
1.10.Pengembangan Kurikulum KTSP Rp.    11.714.000
1.11.Pengembangan Proses Pembelajaran Rp.  145.548.000
1.12.Pengembangan penddikan dan tenaga

kependidikan & transportasi pegawai Rp.    53.122.000
1.13.Pengembangan sarana dan prasarana Rp.    11.696.416
1.14.Pengembangan dan implikasi manajemen

sekolah Rp.      1.282.400
1.15.Pengembangan dan penggalian sumber dana

pendidikan Rp.      1.353.300
1.16.Pengembangan dan implementasi sistem Rp.    21.470.304

2. Penggunaan dana lainnya
2.1. Belanja biaya konsumsi Rp.    37.018.500
2.2. Belanja biaya pajak Rp.    15.885.000
2.3. Belanja biaya transportasi siswa miskin Rp.    12.600.000

Total Penggunaan Dana Rp   311.690.000

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah Dana BOS yang diterima oleh
SMP Negeri 2 Ambon pada Triwulan keempat ini sedikit mengalami penurunan
dari triwulan sebelumnya yakni sebesar Rp. 311.690.000.-. Dalam
penggunaannya distribusi alokasi dana pada setiap kegiatan berbeda
jumlahnya. Khusus untuk mata anggaran bagi kompetensi lulusan tidak ada
dana BOS yang digunakan. Sedangkan untuk belanja biaya transportasi siswa
miskin tetap sama dengan triwulan pertama dan kedua sebesar Rp.
12.600.000,-.



51

Dari keseluruhan dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 2 selama
triwulan I sampai dengan triwulan IV pada tahun 2012 mencapai
Rp. 1.253.150.000,-

Keseluruhan dana tersebut terpakai habis untuk membiayai
berbagai kegiatan sebagaimana yang di tentukan dalam buku panduan
penggunaan dana BOS.

c. Transparansi dan Akuntabilitas.
Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari pada

prinsip-prinsip , yakni antara lain pelaksanaan prinsip
transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga dilakukan pada implementasi
program dana BOS di SMP Negeri 2 Ambon. Gambaran  transparansi  dan
akuntabilitas  pelaksanaan  BOS  di  SMP Negeri 2 Ambon berdasarkan  data
wawancara  mendalam  yang  dilakukan  dengan Ketua Komite Sekolah antara
lain bahwa dalam  susunan  Tim  Manajemen  Sekolah,  tidak  ada  anggota
dari  unsur orang tua siswa yang masuk sebagai anggota Tim  Manajemen
Sekolah selain Komite Sekolah. Padahal keterlibatan orang tua siswa dalam tim
tentunya dimaksudkan agar  pengelolaan  dana  BOS  lebih  transparan  dan
tidak  diputuskan sepihak  oleh  sekolah. (Hasil Wawancara, 05 Juni 2013)

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dijelaskan, menurut penulis
apa yang disampaikan oleh ketua komite sekolah tersebut, memang benar
adanya. Sebab di dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS Tahun 2011,
harus ada keterwakilan orang tua diluar Komite Sekolah yang menjadi anggota
dari Tim Manajemen Sekolah. Dalam petujuk teknis tersebut dijelaskan bahwa
keterlibatan  orang  tua  dalam  Tim  BOS  Sekolah  adalah  dalam  rangka
transparansi pengelolaan  dana  BOS.  Namun  lebih  lanjut  dikatakan  bahwa
memang  ketentuan tersebut merupakan hal yang baru diberlakukan pada
tahun 2009, sehingga mungkin saja sekolah kurang memahami ketentuan
tersebut akibat minimnya sosialisasi.

Keterlibatan Komite Sekolah biasanya pada awal tahun pelajaran ketika
sekolah akan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
RKAS  tersebut  menjabarkan  kebutuhan  dan  rencana  kegiatan sekolah
dalam satu  tahun  berikut sumber dana  yang diperoleh  sekolah.  Penyusunan
RKAS disusun dengan menggunakan format baku dari Dinas Pendidikan Kota
ditandatangani  oleh  Kepala  Sekolah  dan  Ketua  Komite.  Mekanisme
penyusunan RKAS  seperti  ini  membuat  sekolah  merasa  telah  melibatkan
Komite  dalam pengelolaan  dana  BOS  karena  semua  kegiatan  dalam  RKAS
didanai dengan  BOS.

Pelibatan  Komite  dalam  penyusunan  RKAS  memang  sudah  benar
seperti  yang diharapkan  dalam  panduan.  Namun  dalam  praktik
pengelolaannya,  keterlibatan Komite  cenderung  kurang  maksimal  mulai
dari  pengusulan  awal,  pencairan dana, pembelajaan  dan  penyusunan
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laporan.  Sebagai  contoh  fakta  di  lapangan menunjukkan  bahwa  sekolah
cenderung  tidak  melaksanakan  ketentuan  dalam  hal  pengambilan  dana.

Dalam  panduan  disebutkan  bahwa Pengambilan  dana  BOS dilakukan
oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui
olehKomite Sekolah. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa
pengambilan  dana  BOS  seringkali  dilakukan  oleh  Kepala  Sekolah  atau
bendahara  BOS  tapi  tidak  melibatkan  Komite  Sekolah. (Hasil Wawancara,
05 Juni 2013).

Menurut penulis apa yang dijelaskan tersebut diatas sudah jauh dari
ketentuan sebagaimana yang tertuang dalan panduan BOS. Lebih lanjut
berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan,  diketahui  bahwa  sekolah
tidak melakukan  hal-hal  yang  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  sekolah
yang diamanatkan dalam panduan, antara lain:

a. Memasang  pengumuman  baik  untuk  penggunaan  dana  BOS  (yang
boleh  dan tidak boleh) dibiayai dari dana BOS

b. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan
rencana penggunaan dana BOS dengan menggunakan format BOS-11A
dan BOS-K1 di papan  pengumuman  sekolah  yang  ditandatangani  oleh
Kepala  Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite

c. Membuat  laporan  bulanan pengeluaran  maupun  daftar  bar ang-
barang  yangdibeli  di  papan  pengumuman  sekolah  dengan
menggunakan  format  BOS-11B dan BOS-K2.
Menurut  keterangan  dari  beberapa informan  (Guru) di  sekolah,

mereka  memang  tidak mengumumkan secara  terbuka tetapi disampaikan
melalui rapat-rapat  dengan  orang tua siswa pada awal tahun pelajaran.
Keterangan  dari  beberapa  informan  menunjukkan  bahwa  upaya
transparansi  dalam bentuk  pengumuman  program  di  sekolah  selama  ini
cenderung  kurang  dilakukan secara  baik  dengan  berbagai  alasan.
Kalaupun  ada  yang  memasang  itu  hanya dilakukan  pada  awal-awal
implementasi  program  dan  sifatnya  hanya  memenuhi himbauan  dari
Dinas,  namun  esensi  bahwa  pemasangan  pengumuman  merupakan bagian
dari implementasi program cenderung kurang dipahami oleh sekolah.

Bahkan informan  mengemukakan  alasan  tidak  memasang  papan
pengumuman  karena  khawatir  masyarakat atau wartawan  akan menyoroti
angka-angka yang terpampang  dalam  papan  pengumuman. Informan  lebih
setuju  bila  anggaran sekolah  hanya  dibicarakan  dengan  guru  dan  Komite.
Lebih  lanjut  informan mengatakan  bahwa  komponen-komponen  yang  ada
dalam  pengeluaran  akan mengundang  respon  negatif  dan  masyarakat
akan  mencari-cari  kesalahan  sekolah.

Hal  ini  menurut  informan  akan  menyebabkan  sekolah  tidak  stabil.
Belum  lagi menghadapi ulah para wartawan yang menurut  informan  mengira
sekolah banyak uang,  sehingga  selalu  menanyakan  masalah  transparanasi
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dan  akuntabilitas sekolah.  Akhirnya  informan  berdalih  bahwa  sekolah  lebih
mementingkan pelaksanaan  pembelajaran  yang  aman  dan  kondusif
daripada  memasang  papan pengumuman yang akan berbuah masalah.

Jawaban senada juga diberikan  oleh  informan  lainnya, dengan
mengatakan  bahwa  sekolah  cukup menginformasikan  perihal  sumber dana
dan  anggaran  sekolah  kepada Komite saja. Sedangkan  masyarakat,
menurutnya  akan  melihat  penggunaan  dana  dari  bukti layanan sekolah
terhadap anak-anak mereka sehingga orang  tua/masyarakat  tidak
mengeluarkan  biaya  namun  anaknya  dapat  menikmati pendidikan.

Panduan  BOS  juga  mensyaratkan  adanya  pengelolaan  dana  BOS
secara  akuntabel kepada  para  pemangku  kepentingan.  Dengan  tidak
dilaksanakannya  pemasangan pengumuman  tentang  penggunaan  dana  BOS
di  SMP Negeri 2 Ambon  maka  akuntabilitas pengelolaan  sebagaimana
diwajibkan  dalam  panduan  cenderung  tidak  dapat terlaksana dengan baik,
misalnya mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-
barang yang dibeli oleh sekolah di papan pengumuman  setiap tiga bulan.

Namun  di  sisi  lain,  untuk  pertanggungjawaban  secara  formal
tentang pengelolaan dana BOS, sekolah terikat dengan peraturan dari Dinas
Pendidikan yang mewajibkan adanya laporan pertanggungjawaban dana
sebelum  mencairkan  periode  berikutnya.  Dalam  Panduan  BOS  sendiri
tidak menyebutkan adanya regulasi semacam ini. Pada klausul tentang
pelaporan, sekolah memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Tim
Manajemen BOS Kota terkait dengan dokumentasi yang meliputi:

a. Nama-nama siswa miskin yang digratiskan,
b. Jumlah  dana  yang  dikelola  sekolah  dan  catatan  penggunaan  (bukan

laporan pertanggungjawaban),
c. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran, dan
d. Lembar pencatan pengaduan.

Menurut penulis hal ini sangat baik dilakukan dari sisi akuntabilitas.
Sebab ini akan menjadi persyaratan bagi tim manajemen BOS sekolah bahwa
laporan pertanggungjawaban dana harus diserahkan sebelum mencairkan dana
berikutnya. Bila  sekolah  terlambat menyerahkan  laporan  maka SPPB dana
BOS periode  berikutnya tidak akan ditandatangani oleh Manajer BOS Kota, dan
akibatnya sekolah tidak akan bisa mencairkan  dana di  Bank.

E. PENUTUP

Bertolak dari paparan hasil dan pembahasan yang dilakukan diajukan
beberapa kesimpulan antara lain Pada tahap persiapan pembentukan Tim
Manajemen SekolahSMP Negeri 2 Ambon belum sesuai dengan aturan  dalam
panduan  BOS yaitu dengan tidak mengikutsertakan unsur orangtua siswa ke
dalam Tim Manajemen Sekolah, Sosialisasi  Program Dana BOS yang dilakukan
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oleh Pemerintah Kota Ambon belum dilakukan secara efektif, karena keterbatasan
dana dan hanya dilakukan selama satu hari. Sedangkan sosialisasi secara internal
oleh pihak sekolah kepada Orang tua murid dan Guru hanya dilakukan pada awal
semester ketika penerimaan siswa baru, Tahap pengajuan dana BOS ini perlu
dilakukan pengawasan yang intens berkaitan dengan jumlah siswa penerima dana
BOS. Untuk itu perlu dilakukan validasi yang intensif antara pihak sekolah dan Tim
Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, dan
penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Ambon telah dilakukan berdasarkan
buku petunjuk penggunaan dana BOS, namun belum dilaksanakan secara
transparan dan akuntabilitasnya masih rendah.

Oleh karena itu dari uraian kesimpulan penelitian di atas, maka beberapa
halyang dapat di sarankan adalahperlu dilakukansosialisasi yang intensif dari
berbagai pihak terkait mulai dari penyusunan rencana, penyaluran dana sampai
pada pembuatan laporan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah baik
oleh Tim Manajemen BOS Kota Ambon, maupun Tim Manajemen Sekolah. Agar
terbentuk sebuah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang
lebih dapat menjawab tuntutan pengembangan sekolah kedepan, maka
penyusunan RKAS perlu ada kerjasama yang lebih baik lagi antara pihak sekolah
dengan pihak komite sekolah. Demikian juga dalam pemanfaatan dana BOS agar
lebih baik dan terarah lagi kedepan maka penggunaannya hendaknya lebih
transparan dan tertanggungjawab.
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